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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the budget realization to assess the effectiveness and 
efficiency of performance at the Medan City Transportation Agency in 2015-
2017. The type of research used by the author is descriptive research. The 
population and sample in this study are reports on the realization of the 2015-2017 
budget at the Medan City Transportation Agency. The types of data used in this 
study are quantitative and qualitative data. The data source used by researchers is 
secondary data. Data collection techniques used in this study are documentation 
and interview techniques. Analysis Techniques The data used by the researcher is 
a descriptive technique. The results of this study indicate that the development of 
the level of effectiveness of the budget realization in the Medan City 
Transportation Agency in 2015-2017 is said to be ineffective because the 
realization of the budget achieved is still very much the difference to meet the set 
budget targets, while the development of the level of efficiency of budget 
realization at the Medan City Transportation Agency 2015-2017 is still said to be 
quite efficient. This shows that the performance at the Medan City Transportation 
Agency in 2015-2017 has not yet reached the specified target. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran untuk menilai 
efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-
2017. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. 
Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun  
2015-2017 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data 
yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. 
Teknik Analisis Data yang digunakan si peneliti adalah teknik deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi 
anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak 
efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh 
perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan, sedangkan 
perkembangan tingkat efisiensi realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota 
Medan tahun 2015-2017 masih dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 belum 
mencapai target yang ditentukan. 
 
Kata Kunci : Analisis Realisasi Anggaran, Efektifitas dan Efisiensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 

barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang 

menggunakan dana milik masyarakat. 

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat 

pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target 

yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat 

pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui 

legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat 

dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah 

anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap 

pelaksanaan kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis 

laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian 

diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. 

Anggaran dalam sektor publik merupakan tulang punggung (back-

bone) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam 

menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta 

kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan 
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suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat 

disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat pula, hal 

tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil 

keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau 

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan 

serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya tercapai. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan 

hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan 

sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. 

Sedangkan, efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. 

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada  Dinas Perhubungan 

Kota Medan lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja 

melalui LAKIP hanya bertumpu pada output yang diperoleh oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan dengan membandingkan rencana yang ingin 

dicapai tanpa memperhatikan outcome. Dengan demikian LAKIP merupakan 

sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab 

tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya 

berkaitan dengan mandat yang diterima instansi publik tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan kepala Dinas Perhubungan Kota Medan 

Renward Parapat mengaku dalam hal pengelolaan parkir instansi kinerjanya 

dalam keadaan buruk. Hal ini terungkap dalam rapat yang membahas 

tunggakan retribusi parkir dan realisasi program kerja Dishub Medan tahun 

2017. Dan berdasarkan data alokasi APBD 2017 di Dinas Perhubungan Kota 

Medan sebesar Rp. 61 M  lebih setelah P-APBD bertambah Rp. 2,5 M lebih. 

Sedangkan penggunaan anggaran itu pada bulan September 2017 masih 38 

persen, target PAD sebesar Rp. 44 M lebih hingga saat ini yang terealisasi 

masih 52% atau Rp. 23,3 M.(gosumut.com). 

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan masih 

belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak 

hal – hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program 

kerja yang lebih baik. Namun, terkait dengan hal ini Dinas Perhubungan Kota 

Medan masih belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan 

anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul ”Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas 

Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah kinerja pada 

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam merealisasikan anggaran sudah 

berjalan efektif dan efisien ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah “untuk 

mengetahui apakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan 

efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan sudah berjalan 

efektif”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahun 

tentang merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi 

kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan. 

1.4.2 Bagi Peneliti Lain, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan 

pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, 

serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi 

pemikiran dan masukan yang positif. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori - Teori 

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 

1. Anggaran Sektor Publik 

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang 

perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di 

masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu 

sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, 

penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik 

anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, 

dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat 

penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu 

keuangan atau sebaliknya. 

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan 

suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada 

terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis 

suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan 

secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. 

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang 

direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja 

dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran 

publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan 

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, 
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belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses 

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam 

satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada 

publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor 

publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik 

dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. 

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang 

peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, 

mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah 

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan 

dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). Sedangkan pengertian anggaran 

menurut ”Commite on Governmental Accounting” yang dikutip oleh 

(Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan 

yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. 

 
Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non 

keuangan. 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau 

beberapa tahun. 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 
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d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyususunan anggaran. 

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi 

tertentu. 

 

2. Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: 

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan 

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja 

pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan 

digunakan untuk: 

1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan 

visi dan misi yang ditetapkan, 

2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 

pembiayaannya, 

3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan 

yang telah disusun, 

4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana 

detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar 

pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. 
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Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk 

menghindari adanya overspending, underspending dan salah 

sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang 

bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat 

dilakukan dengan 4 cara, yaitu: 

1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang 

dianggarkan, 

2) Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable 

variances), 

3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) 

dan tak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians, 

4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun 

berikutnya. 

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah 

digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk 

mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan 

ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 

d. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas 

dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor 

publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk 

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan 
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dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan 

anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, 

keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen 

keuangan publik oleh para manajer publik. 

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi 

(Coordination and Communication Tool) 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat 

koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik 

yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya 

inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance 

Measurement Tool) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder 

(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja 

eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran 

dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik 

dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan 

dengan anggaran yang ditetapkan. 

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi 

manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan 

efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya 

bersifat challenging but attainable atau demanding but 
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achieveable maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu 

tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah 

sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public 

Share) 

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran 

merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. 

Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti 

LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi 

masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran 

publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak 

langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses 

penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan 

perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik 

(daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat 

melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD). 

 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

1. Pengertian APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 

penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana 

pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang 

disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

(PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan 
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pemerintahdaerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan 

Negara). 

Menurut Mahsun (2011:81), Definisi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian 

penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu 

tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah 

yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan 

adanyasumber penerimaan yang merupakan target minimal dan 

beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode 

anggaran (Halim,2012:10). 

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus 

dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD 

merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan 

semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 

dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan 

Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam 

APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang 

membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, 

maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran 

APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari 
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dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. 

Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan 

daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. 

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan 

merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi 

belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah 

ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 

cukup. 

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, 

pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang 

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang 

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah 

atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

 
2. Fungsi APBD 

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu: 

a. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi 

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

tahun yang bersangkutan. 
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b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah 

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah 

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah 

harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ 

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, 

serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran 

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran 

pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah. 

 
3. Tujuan APBD 

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan 

penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan 

penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam 

rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya 

peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 
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Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya 

masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual 

bedasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mengatur 

pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai 

kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. 

 
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut  UU  No.  32  tahun  2004  Pendapatan  Daerah,  

adalah  hak  pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam  periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Pendapatan daerah menurut UU No.32 tahun 2004, 

terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak 

Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah. 

 
b. Dana Perimbangan,  merupakan  pendanaan  daerah  yang  

bersumber  dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

 
 

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah  merupakan 

seluruh pendapatan  daerah  selain  PAD  dan  dana  

Perimbangan  meliputi  hibah, dana darurat, dan lain-lain 

pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 
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5. Belanja Daerah 

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 belanja daerah  adalah  

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 

mengurangi saldo anggaran  lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. 

 

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Publik 

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik 

 
Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan 

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 

sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode 

pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. 

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan 

akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan 

keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang 

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan 

moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut 

angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. 

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang 

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
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pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber 

daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga 

memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi 

yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran 

yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

 

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik 

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan 

kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan dan menetapkan dasar – dasar penyajian laporan 

realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – 

undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang 

realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – 

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan. 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna 

dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima 

untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan 

tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber 

daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah 

tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi 
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kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya 

ekonomi yang diperoleh dan digunakan : 

a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat. 

b. Telah sesuai dengan anggarannya. 

c. Telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku. 

 

3. Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik 

 
1. Pendapatan LRA 

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang 

diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA 

disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai 

dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi 

manajemen pemerintah pusat dan daerah. 

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas 

umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus 

dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat 

notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat 

variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan 

proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya. 

 
2. Belanja 

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah 

untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit 
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anggaran (allotment). Belanja disusun untuk memenuhi 

kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan 

dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi 

manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja 

tersebut. 

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau 

melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara 

pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak 

jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas 

kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari – 

hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana 

tetap. 

 
Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka 

koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) 

yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai 

pengurangan belanja pada periode yang sama. 

 
3. Surplus /Defisit - LRA 

Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA 

dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah 

selesih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu 

periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. 

Perhitungan surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat 

pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat 

dilakukan proses konsolidasi. 
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4. Pembiayaan  

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun 

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas 

daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 

obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan 

kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan 

investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada 

saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan 

dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran 

pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas 

Umum Negara/Daerah. 

 
5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 

adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA 

diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan 

neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 
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4. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Publik 

 

Gambar II.1 

Format Laporan Realisasi Anggaran Publik 
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2.1.3 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik 

 
1. Pengertian Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik 

 
Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah 

berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di 

terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu 

pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). 

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan 

dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut 

mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan 

dampak (outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai 

tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan 

terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran 

efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome. 

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi 

anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan 

rumus sebagai berikut. 
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                   rasio efektivitas =
realisasi penerimaan PAD

anggaran penerimaan PAD
x100% 

 

2. Pengetian Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik 

 
Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara 

output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan 

konsep produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap 

input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih 

bersifat relatif. 

 
Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi 

merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu 

pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh 

kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan 

perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output 

per unit input. 

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum 

dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂

𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 
2.1.4 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik 

1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 
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2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 

untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompharatif. 

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para 

pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber 

daya ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, 

dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan 

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 

  

 
2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 
 

Penelitian Terdahulu 
 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1. Kiky Muryanti 
(2017) 

Analisis Realisasi 
Anggaran untuk Menilai 
Efektivitas dan Efisiensi 

Kinerja Pemerintah 
Daerah Wonogiri Tahun 

Anggaran 2011-2015 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

perkembangan tingkat 
efektivitas pengelolaan 

keuangannya sangat 
efektif dan tingkat 

efisiensi pengelolaan 
keuangan efisien. 
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2. 

 
Abdurrohman 
Wiro Handoko 

(2014) 

 
Analisis Realisasi 

Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Berbasis 

Kinerja Pada Dispenda 
Kota Surabaya 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pada Dispenda Kota 

Surabaya dalam tingkat 
efektif dan efisien pada 

tahun 2011-2012 

3. 
Ariel Sharon 

Sumenge 
(2013) 

Analisis Efektivitas dan 
Efisiensi Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Minahasa 

Selatan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

anggaran belanja 
BAPPEDA Minahasa 

Selatan 2008-2011 
dikatakan efektif dan 

efisien 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak 

pada tempat penelitian dan sampel penelitian yang diteliti. 

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang : 

 
1. Kiky Muryanti (2017), “Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai 

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun 

Anggaran 2011-2015”. 

Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun. 

2. Abdurrohman Wiro Handoko(2014), “Analisis Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota 

Surabaya”. 

Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 2 tahun. 

3. Ariel Sharon Sumenge (2013), “Analisis Efektivitas dan Efisiensi 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan”. 

Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 4 tahun. 
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Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang : 

Siti Mardhiyah Ulfa (2018), “Analisis Realisasi Anggaran Untuk 

Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan 

Kota Medan”. 

Sampel penelitian peneliti ini menggunakan sampel anggarannya 

selama 3 tahun. 

2.3 Kerangka Konseptual 

Definisi kerangka konseptual menurut FASB (Financial Accounting 

Standards Board) adalah suatu sistem yang koheren dari hubungan antara 

tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan 

yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi dan laporan 

keuangan. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi 

anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar II.2 

 
Kerangka Konseptual 

Realisasi Anggaran 

Efektivitas dan Efisiensi kinerja 
Dinas Perhubungan Kota Medan 

Berjalan Efektif 
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BAB III 

  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

  Dalamapenelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11) : “penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel lain”. 

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Jl. Pinang 

Baris No. 114, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 

20127. Telp. (061) 6618313. 

 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2018 sampai dengan 

bulan Oktober 2018. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel III.1 

dibawah ini: 
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Tabel III.1 
Waktu Penelitian 

 
 

 

 
3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Populasi merupakan keseluruhan 

objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat –

syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit 

atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Berdasarkan 

pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

Dinas Perhubungan Kota Medan. 

 
3.2.2 Sampel 

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki ciri – ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, 

No. Kegiatan 2018 
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt 

1. Pengajuan judul 
Skripsi 

        

2. Pembuatan 
Proposal 

        

3. Bimbingan 
Proposal 

        

4. Seminar  
Proposal 

        

5. Pengumpulan Data 
& Analisis Data 

        

6. Penyusunan dan 
Bimbingan Skripsi 

        

7. Seminar Hasil 
 

        

8. Sidang Meja Hijau 
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sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran tahun 

2015-2017 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan 

kriteria pengujian atau pengukuran,dibentuk dengan cara mencari indikator 

empiris konsep. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut 

adalah bahwa di dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi 

sasaran, misalnya variabel itu tadi. Definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publikadalah Laporan yang 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya 

ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri 

atas unsur pendapatan dan belanja. 

 
3.3.2 Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, Efektivitas kinerja 

anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas mengukur 

hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of 

outcome). Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat 

relatif. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep 

produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan 
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perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan. 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

 
3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009)jenis data terbagi dua macam 

yaitu: data kualitatif adalah yang berbentuk dekskriptif atau uraian lain dan 

pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sehingga untuk bisa 

dilakukan pemrosesan statistik, bentuk penelitian kualitatif harus disajikan 

dalam angka – angka (kualitatif yang dikuantitatifkan). 

 
 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2012:141) bahwa data sekunder adalah “sumber data 

yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui 

media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait”. Peneliti menggunakan data 

sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah 

diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti 

laporan realisasi anggaran dan data lain yang diperlukan dalam 

penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

3.5.1 Teknik Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013:231) bahwa “Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu” yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak 

yang terkait dan berwenang di Dinas Perhubungan Kota Medan 

tentang realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi 

kinerja. 

 
3.5.2 Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi penulis juga melakukan 

pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen 

dan catatan seperti laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang 

diperlukan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) adalah “proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
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dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis 

ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data 

pada Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga dapat memberikan informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis realisasi 

anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja. 

 
 

3.6.1 Analisis Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektifitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil 

guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan 

dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan 

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan (spendingwisely). Indikator efektifitas menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan program. 

 
Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

publik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja sektor 

publik dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, 

semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan 

semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 

2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan 
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realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara 

umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan 

sangat efektif. 

2. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan 

efektif. 

3. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan 

dikatakan cukup efektif. 

4. Jika hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan 

dikatakan kurang efektif. 

5. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan 

dikatakan tidak efektif. 

 
3.6.2 Analisis Efisiensi 

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran 

(output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan 

jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah 

untuk mencapai tujuan organisasi perangkat publik dapat tercapai 

𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫

𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi 

berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Kriteria analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai 

berikut. 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan tidak efisien. 

2. Jika hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran 

belanja dikatakan kurang efisien. 

3. Jika hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran 

belanja dikatakan cukup efisien. 

4. Jika hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran 

belanja dikatakan efisien. 

5. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran 

belanja dikatakan sangat efisien. 

𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂

𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ariel Sharon Sumenge.2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1 No 3 September 2013. 
Hal. 74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado. 

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. 
Erlangga: Jakarta 

Haruman dan Sri Rahayu. 2010. “Penyusunan Anggaran”. Edisi Pertama, 
Salemba Empat : Jakarta. 

Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Selemba 
Empat : Jakarta. 

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik. 
Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta. 

Julita dan Jufrizen, (2012). Budgeting. Penerbit Citapustaka Media Perintis. 
Bandung. 

Kiky Muryanti.2017. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas 
dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 
2011-2015. Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama. UUI Press. 
Yogyakarta 

Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. 
Akuntansi Sektor Publik, BPFE: Yogyakarta. 

 
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. 

Martono, Nanang. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Raya Grafindo 
Persada. Jakarta. 

Nafarin. 2012. “Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan”. Edisi Kesatu. 
Salemba Empat : Jakarta. 

Rahardjo, Adisasmita (2011), Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, 
Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta. 

Roland Gerald Tooy, David Paul, Elia Saerang, Lidia Mawikere.2016. Analisis 
Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan 
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan 
(BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

Efisiensi. Volume 16 No. 04 tahun 2016. Hal 659 – 671. Universitas Sam 
Ratulangi, Manado. 

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



50 
 

 UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA


	148330130_FILE1
	148330130_FILE2
	148330130_FILE3
	148330130_FILE4
	148330130_FILE5
	148330130_FILE6
	148330130_FILE8



